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MOTTO  

In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.* 

(Benjamin Frenklin) 

  

                                                            
*) https://jagokata.com/kata-bijak/kata-pajak.html 
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RINGKASAN  

Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Jember; Alif Maulida Safitri; 160903101048; 2019: 102 halaman; 
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Jember. 

 Otonomi Daerah mulai diberlakukan  pada tanggal 1 Januari 2001, 

Pemerintah Daerah mempunyai kekuasaan secara nyata untuk menyelenggarakan 

pembangunan daerahnya sendiri. Sama halnya dengan Kabupaten Jember, 

Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan otonomi daerah khusunya bidang 

keuangan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki kewenangan penuh untuk 

merencanakan pembangunan secara luas demi terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat daerahnya, dengan memperhatikan potensi yang ada. 

 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah 

satu sumber penerimaan dari sektor pajak yang memiliki potensi cukup baik di 

daerah Jember. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya bisnis properti 

perumahan di Kabupaten Jember. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

mengoptimalkan perolehan BPHTB, dengan melakukan dua tahapan yaitu 

verifikasi dan validasi BPHTB. Verifikasi dan validasi dilakukan guna 

mencocokan data yang diinput wajib pajak dalam aplikasi e-BPHTB dengan data 

pendukung yang dipersyaratkan. Hal tersebut dimaksudkan agar meminimalisir 

adanya kesalahan atau kekurangan input data BPHTB, maupun kecurangan yang 

ingin dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajaknya.  

 Sesuai dengan tujuan diberlakukannya Praktek Kerja Nyata ini adalah agar 

masyarakat mengetahui prosedur verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. Sehingga munculah rumusan masalah dari Laporan Praktek Kerja Nyata 

ini yaitu bagaimana prosedur verifikasi dan validasi bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan.  
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Verifikasi dan validasi dilakukan setelah wajib pajak membayar BPHTB 

pada bendahara penerimaan Badan Pendapatan/bank/atau tempat lain yang 

ditunjuk. Data wajib pajak akan secara otomatis terkirim ke database Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melalui aplikasi e-BPHTB. Jika ditemukan 

adanya kekurangan data oleh wajib pajak, bidang verifikasi tidak dapat 

menindakalanjuti tahap verifikasi, wajib pajak harus melengkapi kekurangan data 

tersebut. Selanjutnya jika semua kelengkapan terpenuhi dan tidak ditemukan 

kesalahan maka dilanjutkan tahap validasi oleh tim validasi, dengan meninjau 

kembali jika ada kesalahan yang mungkin tidak terlihat oleh tim verifikasi. 

Setelah dinyatakan valid, tim validasi mencetak SSPD BPHTB dan 

membubuhkan tanda tangan pejabat terkait serta stempel Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. Kemudian SSPD BPHTB dapat diambil oleh wajib 

pajak (lembar 1,2 dan 3), lembar 4 disimpan sebagai arsip Badan Pendapatan 

Daerah. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 784/UN25.1.2/SP/2019, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan demi terciptanya masyarakat yang makmur dan 

sejahtera. Agar terciptanya pembangunan nasional diperlukan adanya  

pembiayaan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan  tersebut dapat 

digali dari kekayaan dalam negeri, salah satunya berasal dari pajak (Hartanti, 

2015). 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, dapat dipahami bahwa Pajak adalah 

konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. 

Meskipun masih ada penyumbang lain selain pajak, tetapi sampai saat ini sektor 

pajak menyumbang prosentase terbesar daripada sektor-sektor pendapatan 

lainnya. 

Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Baik itu 

yang dikelola oleh negara maupun oleh daerah. Daerah dituntut untuk mandiri 

dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001. 

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan 

yang nyata ada dan bertanggung jawab demi peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan daerahnya. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk 

mengelola keuangan guna membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan masyarakat daerahnya sendiri. Kebijakan otonomi daerah ini 

diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupeten 

Jember. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Jember. Pembagian tugas dan wewenang dilakukan guna 

memaksimalkan kinerja Pemerintah Daerah. Pada bidang keuangan, pengelolaan 
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dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Badan Pendapatan 

Daerah Jember mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan 

menghimpun pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Pendapatan Asli Daerah 

yang dihimpun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini salah 

satunya berasal dari Pajak Daerah.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kebupaten Jember menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berikut ditunjukkan jenis pajak daerah 

beserta target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor 

pajak di Kabupaten Jember tahun 2018.  
 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 

2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 

No Jenis Pajak Target 2018 
(Rp) 

Realisasi 2018 
(Rp) 

Selisih 
(Rp) 

% 

1 Pajak Hotel  5.000.000.000 4.851.803.607 (148.196.393) 97,04
2 Pajak Restoran  12.500.000.000 15.472.453.131 2.972.453.131 123,78
3 Pajak Hiburan  2.000.000.000 2.475.721.689 475.721.689 123,79
4 Pajak Reklame  4.265.000.000 3.002.136.729 (1.202.863.271) 70,39
5 PPJ 71.700.000.000 72.665.517.643 965.517.643 101,36
6 Pajak Parkir 1.300.000.000 1.380.700.480 80.700.480 106,21
7 Pajak Air Tanah  400.000.000 435.634.652 65.634.652 108,91
8 Pajak Mineral 

Bukan Logam  
dan Batuan 

554.247.938 860.755.334 306.507.396 155,30

9 PBB-P2 50.503.000.000 37.520.380.524 (12.982.619.476) 74,29
10 BPHTB 37.000.000.000 44.017.372.109 7.017.372.109 118,97
 Hasil Pajak  185.222.247.938 182.682.475.898 (2.539.772.039) 98,63
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Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Jember 

Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak 

yang memiliki potensi cukup besar di Kabupaten Jember khususnya atas 

Transaksi Jual Beli. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya bisnis 

properti perumahan di Kabupaten Jember. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) menyumbang perolehan yang cukup tinggi dari total 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak Kabupaten Jember. Dari tabel di atas 

dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember dan memperoleh penerimaan terbesar kedua setelah Pajak 

Penerangan Jalan.  

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember sangat 

potensial untuk mempengaruhi pendapatan asli daerah dikarenakan realisasi 

penerimaan BPHTB dari tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan 

mencapai jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat dari tahun 2016 hingga 2018. 

Prosentasi penerimaan pada tahun 2016 mencapai target sebesar 138,42% atau 

(Rp27.683.318.728), tahun 2017 mencapai target 125,73% atau 

(Rp35.832.359.363), tahun 2018 mencapai target 118,97% atau 

(Rp44.017.372.109). Dijelaskan dalam tabel berikut:   

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB 

Tahun Target 
Rp 

Realisasi 
Rp 

% 

2016 20.000.000.000 27.683.318.728 138,42 
2017 28.500.000.000 35.832.359.363 125,73 
2018 37.000.000.000 44.017.372.109 118,97 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  

Target tersebut tercapai karena tidak terlepas dari tugas dan wewenang dari 

Badan Pendapatan Daerah  Jember salah satunya dengan cara melakukan 

Verifikasi dan Validasi atas kebenaran dan kelengkapan data BPHTB. Verifikasi 
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dan Validasi data BPHTB itu dimaksudkan agar meminimalisir terjadinya 

kesalahan atau kekurangan input data, atau bahkan kecurangan yang dilakukan 

oleh wajib pajak, mengingat sistem pemungutuan pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) menggunakan self assessment system. Dimana 

Self Assesment System ini berarti bahwa wajib pajak harus mengitung, menyetor, 

dan melaporkan sendiri pajak BPHTB berdasarkan ketetapan peraturan 

perundang-undangan. Verifikasi dan validasi tersebut perlu dilakukan guna 

menyelaraskan data yang diinput oleh Wajib Pajak dengan data pendukung yang 

menjadi persyaratan verifikasi. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul 

“Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul 

Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 

maka rumusan masalah yang timbul pada laporan praktek kerja nyata ini adalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah Jember?  

 

1.3  Tujuan Praktek Kerja Nyata  

Adapun tujuan dari Praktek kerja nyata adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah 

Jember. 
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1.4  Manfaat Praktek Kerja Nyata  

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut.  

a. Bagi Mahasiswa  

1. Melaksanakan praktek kerja yang sesungguhnya, khusunya dibidang 

perpajakan. 

2. Menambah wawasan penulis khususnya mengenai prosedur verifikasi 

dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas transaksi 

jual beli oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  

b. Bagi Universitas 

1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak universitas dengan Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Jember. 

2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang akan melakukan Praktek 

Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

c. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember  

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember dengan Universitas Jember untuk bekerjasama 

lebih lanjut yang bersifat akademis maupun organisasi. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur  

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu 

tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi 

langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur didefinisikan 

oleh Puspita dan Anggadini (2011:23) sebagai serangkaian langkah/kegiatan 

klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci 

dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan 

menurut Mulyadi (2013:5) prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Prosedur merupakan 

tahapan kegiatan yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu 

masalah. 

 

2.2 Dasar-dasar Perpajakan 

2.2.1 Pengertian Pajak  

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Menurut Soemitro (dalam Darwin, 2010) pajak adalah iuran rakyat  

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Adriani (dalam 

Pandiangan, 2016) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat diapaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 
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gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.  
 

2.2.2 Karakteristik Pajak 

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pajak (Halim, 2017:2), adalah sebagai berikut: 

a. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara. 

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan). 

c. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat 

ditunjukkan. 

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum 

demi kemakmuran rakyat. 
 

2.2.3 Azas-azas Perpajakan   

Azas pemungutan pajak dari Adam Smith dinamainya “The Four 

Maxims” yang diuraikan sebagai berikut (dalam Darwin, 2010:23): 

a. Azas Equality 

Pembagian tekanan pajak diantaranya subjek pajak masing-masing 

hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya dalam arti 

harus seimbang dengan penghasilan yang dinikmati oleh masing-masing 

subjek pajak, di bawah perlindungan pemerintah (disebut juga azas 

pembagian/azas kepentingan). Dalam azas “equality” ini suatu negara tidak 

boleh mengadakan suatu deskriminasi di antara sesama wajib pajak.  

b. Azas Certainty 

Pajak yang dibayar oleh seorang (wajib pajak) harus pasti (terang/certain) 

dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary) antara wajib pajak dengan 

petugas pajak. Dalam azas ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah 

mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu 

pembayaran. 
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c. Azas Convenient 

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib 

pajak yaitu pada saat para wajib pajak mempunyai uang untuk membayar 

pajak.  

d. Azas Efesiensi  

Azas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan 

sehemat-hematnya, dengan kata lain jangan sampai biaya pemungutan 

melebihi jumlah pajak yang dihasilkan. 
 

2.2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak  

Beberapa teori Brotodiharjo (dalam Halim 2017:4) yang memberikan 

pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat. 

a. Teori Asuransi  

Negara bertugas melundungi orang dan/atau warganya dengan segala 

kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. 

Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan 

pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara. 

b. Teori Kepentingan  

Teori menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus 

didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas 

negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan 

atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak 

dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara, 

maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar 

pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul  

Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan 

dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh 

negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. 

Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus 

dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Hal yang menjadi pokok pangkal 

teori ini adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya 
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untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul sesorang 

dan memperhatikan besar kecilnya tanggungan keluarga. 

d. Teori Bakti  

Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan 

bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan 

kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak 

dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. 

Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat 

dengan negara. 

e. Teori Asas Daya Beli  

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak, yaitu mengambil daya beli 

dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian 

menyalurkan kembali ke masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, 

yaitu kesejahteraan. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah 

yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan 

individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan-

kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. 
 

2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak  

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:4): 

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)  

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 
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b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d. Pemungutan Pajak Harus Efesien (Syarat Finansial)  

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
 

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak  

a. Stelsel Pajak  

Pemugutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo, 

2018:8) : 

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)  

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel 

ini adalah pajak yang dikenakan realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah 

penghasilan riil diketahui). 

2. Stelsel Anggapan  

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 
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ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 

tanpa harus menuggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak 

yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3. Stelsel Campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi stelsel nyata dengan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam 

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku unutk Wajib Pajak dalam 

negeri. 

2. Asas Sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3. Asas Kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan pajak suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak  

1. Official Assesment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya, sebagai berikut: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b) Wajib pajak bersifat pasif. 
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c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assesment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 

b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
 

2.2.7 Fungsi Pajak  

Pajak mempunyai fungsi, sebagaimana menurut Mardiasmo (dalam 

Hartanti, 2015:35) yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak 

sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk 

membiayai pengeluaran negara.  

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan 

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 

diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan 

rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. 
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b. Fungsi mengatur (regulerend) 

Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk 

mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, 

kultural, maupun dalam bidang politik. 

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Contohnya untuk menggiring penanaman modal, baik 

dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam 

fasilitas keringanan pajak bagi pihak penanaman modal. Dalam rangka 

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang 

tinggi untuk produk luar negeri. 

c. Fungsi stabilitas  

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang 

di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien. 

d. Fungsi redistribusi pendapatan  

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.  
 

2.2.8 Pengelompokan Pajak  

Adapun jenis-jenis pajak menurut Resmi (2016:7) adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Golongannya 

Pembagian pajak berdasarkan golongan ini berkaitan dengan pelaksanaan 

pemungutan pajak yang digunakan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Masalah 

utama penggolongan disini adalah pembebanan atas pajak terutang. Pajak ini 

terbagi atas : 

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan oleh pihak lain. 

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebanan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 
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b. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan Wajib Pajak.  

c. Menurut Lembaga Pemungutnya  

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  

Pajak Daerah terdiri atas: 

a) Pajak Daerah Provinsi; 

b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota. 
 

2.2.9 Tarif Pajak  

Sudirman dan Amiruddin (dalam Hartanti, 2015:116) mengemukakan 

pengertian Tarif Pajak sebagai ketentuan prosentase (%) atau jumlah (rupiah) 

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek 

pajak. Prasetyo (dalam Hartanti, 2015:116) mengemukakan bahwa dalam 

pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan 

karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan 

mengatur. 

Hartanti (2015:117) mengemukakan model-model jenis tarif pajak terdiri 

atas sebagai berikut : 

a. Tarif Tunggal  

Tarif tunggal adalah pajak yang menggunakan satu macam tarif, terdiri 

atas : 

1. Tarif tetap adalah tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak bergantung 

pada nilai objek yang dikenakan pajak.  

2. Tarif proposional (sebanding) adalah tarif dengan menggunakan 

presentase tetap. Dengan demikian, jumlah pajak akan berubah sesuai 

dengan besarnya nilai objek yang dikenakan pajak.  
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b. Tarif Tidak Tunggal  

Tarif tidak tunggal adalah pajak yang menggunakan lebih dari satu tarif, 

terdiri atas sebagai berikut: 

1. Tarif Progresif adalah tarif yang menggunakan presentase semakin besar 

untuk nilai objek yang jumlahnya semakin besar; 

2. Tarif Degresif adalah tarif yang besar presentasinya semakin menurun 

apabila besar nilai objek yang dikenakan pajak semakin besar jumlahnya. 

 

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Darwin (2010:68) menyimpukan bahwa:  

Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak 
pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas 
jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pada 
hakikatnya tidak ada perbedaan yang azasi antara pajak negara 
dengan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum. Perbedaan 
yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan 
pajak. 
 
Menurut Davey (dalam Anggoro, 2017:45), mengemukakan bahwa pajak 

daerah dapat diartikan sebagai: 

a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan dari daerah 

sendiri; 

b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya 

dilakukan oleh pemerintah daerah; 
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c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah; 

d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil 

pemungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani 

pemungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah. 
 

2.3.2 Ciri-ciri Pajak Daerah 

Ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah (Samudra, 

2015:68), yaitu: 

a. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang 

diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. 

b. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif 

yang dikuasainya. 

c. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran 

daerah sebagai badan hukum. 

d. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah 

(Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada 

masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administrasi 

kekuasaannya. 
 

2.3.3 Kriteria Pajak Daerah  

Adapun beberapa kriteria Pajak Daerah yang baik dikemukakan oleh Bird 

(dalam Anggoro, 2017:46), adalah sebagai berikut: 

a. Mudah mengurus administrasi di daerah. 

Diharapkan agar pajak daerah dapat dikelola dan dipungut oleh pemerintah 

daerah. 

b. Dikenakan semata-mata (yang utama) pada masyarakat daerah setempat. 

c. Tidak menyebabkan masalah untuk keharmonisan atau persaingan antara 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat.  

Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-

permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal yang 

berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah 

dengan pemerintah yang lebih tinggi. 
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2.3.4 Syarat Pajak Daerah  

Menurut Kurniawan (dalam Anggoro 2017:47), suatu pajak daerah harus 

memenuhi syarat syarat yang memenuhi kriteria pajak daerah yaitu: 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi. 

Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang PDRD. 

b. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan 

mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di 

wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum.  

Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih 

luas antarpemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek 

ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 

keamanan. 

d. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek 

pajak pusat.  

Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan 

terhadap objek pajak yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga 

dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda. 

e. Potensi memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya 

pemungutan.  

Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan 

sejalan dengan petumbuhan ekonomi daerah. 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.  

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak 

merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-

impor. 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 
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Objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan 

dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan 

oleh Wajib Pajak dan tarif pajak ditetapkan memperhatikan keadaan Wajib 

Pajak. 

h. Menjaga kelestarian lingkungan.  

Pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah 

daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak 

lingkungan. 
 

2.3.5 Jenis-jenis Pajak Daerah  

Jenis Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor; 

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4. Pajak Air Permukaan; 

5. Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota teridiri atas: 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7. Pajak Parkir; 

8. Pajak Air Tanah; 

9. Pajak Burung Sarang Burung Walet; 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota 
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Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak 

untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. 

2.3.6 Tarif Pajak Daerah 

Tarif pajak untuk tiap jenis pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 

28 Tahun 2009 dalam Anggoro (2017:67). Tarif pajak yang diatur adalah tarif 

paling tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Tarif Pajak Daerah Provinsi 

No. Pajak Provinsi Tarif 
1.  Pajak Kendaraan Bermotor 

a. KB Pribadi (Pertama) 
b. KB Pribadi (Kedua, dst) 
c. KB Umum  
d. Pem/TNI/POLRI 
e. Alat Berat/Alat Besar 

10% 
1%-2% 
2%-10% 
0,5%-1% 
0,5%-1% 

0,1%-0,2% 
2.  Bea Balik Nama kendaraan Bermotor  

a. Penyerahan Pertama  
b. Penyerahan Kedua, dst 
c. Alat Berat (Penyerahan pertama) 
d. Alat Berat (Penyerahan kedua, dst) 

20% 
20% 
1% 

0,75% 
0,75% 

3.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  10% 
4.  Pajak Air Permukaan  10% 
5.  Pajak Rokok  10% 

Sumber: Anggoro (2017) 

Tabel 2.2 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

No. Pajak Kabupaten/Kota Tarif 
1.  Pajak Hotel  10% 
2.  Pajak Restoran  10% 
3.  Pajak Hiburan  75% 
4.  Pajak Reklame 25% 
5.  Pajak Penerangan Jalan  10% 
6.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  25% 
7.  Pajak Parkir 30% 
8.  Pajak Air Tanah 20% 
9.  Pajak Sarang Burung Walet  10% 
10.  PBB Pedesaan dan Perkotaan  0,3% 
11.  BPHTB 5% 

Sumber: Anggoro (2017)  
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2.3.7 Retribusi Daerah  

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan 

pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontraprestasi langsung, 

dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari 

retribusi yang dibayarnya (Darwin, 2010:165). 

2.4 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 

2.4.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, 

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan; 

b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau 

bangunan oleh orang pribadi atau badan; 

c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Anggoro 

(2017:22) adalah pungutan pemerintah kepada masyarakan yang memperoleh hak 

atas tanah dan bangunan. 
 

2.4.2 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan; 

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 
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c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

d. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

e. Peraturan Bupati  Jember Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 

2.4.3 Wajib, Subjek, Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak 

atas Tanah dan/atau bangunan meliputi: 

a. Pemindahan Hak karena : 

1. Jual beli; 

2. Tukar menukar;  

3. Hibah; 

4. Hibah wasiat; 

5. Waris; 

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8. Penunjukan pembeli dalam lelang; 

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

10. Penggabungan usaha; 

11. Peleburan usaha; 

12. Pemekaran usaha; 

13. Hadiah. 
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b. Pemberian hak baru karena : 

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau  

2. Di luar pelepasan hak. 
 

2.4.4 Hak Atas Tanah  

Menurut Anggoro (2017:227) hak atas tanah yang perolehan hak atasnya 

menjadi objek BPHTB adalah: 

a. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat. 

b. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang 

ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Undang-Undang Agraria. 

d. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam pemberiannya 

oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian sewa-

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak 

bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan bersifat 

perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga 

hak atas bagian bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. 

f. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain 

berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah 

untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah 

tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 
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2.4.5 Bukan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 85 ayat 4 

adalah objek pajak yang diperoleh: 

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 

c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 

organisasi tersebut; 

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum 

lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan  

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

2.4.6 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 adalah Nilai 

Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP dalam hal: 

a. Jual beli adalah harga transaksi; 

b. Tukar menukar adalah nilai pasar; 

c. Hibah adalah nilai pasar; 

d. Hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. Waris adalah nilai pasar; 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap adalah nilai pasar; 

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 

nilai pasar; 
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j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; 

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

l. Peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 

o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah nilai pasar. 

Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada 

NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 

tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB).  

Dalam hal NJOP-PBB belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, 

NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP-PBB, yang diperoleh 

dari Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang. 

2.4.7 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTK) 

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 

berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 sebesar 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal 

perolehan hak karena waris atau hibah yang diterima orang pribadi atau badan 

yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk 

suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah).  

2.4.8 Tarif BPHTB 

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 Tata Cara 

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tarif Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).  

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak 
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setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan 

formulasi sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Rumus BPHTB 

Sumber: Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 

2.4.9 Saat Pajak Terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah adalah :  

a. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk : 

1. Jual beli  

2. Tukar menukar  

3. Hibah  

4. Hibah wasiat  

5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 

6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan  

7. Penggabungan usaha  

8. Peleburan usaha  

9. Pemekaran usaha  

10. Hadiah  

b. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang. 

c. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, untuk 

putusan hakim. 

d. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftar peralihan haknya ke kantor 

bidang pertanahan, untuk waris.  

e. Sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk : 

1. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan pelepasan hak; 

2. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak. 

  

BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP)  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 
 

2.5 Definisi Verifikasi dan Validasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Verifikasi adalah 

pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan 

sebagainya. Sedangkan menurut Prasetyo (2005) Verifikasi mencagu pada 

kumpulan aktivitas yang memastikan bahwa perangkat lunak 

mengimplementasikan fungsi spesifik dengan tepat.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Validasi berarti pengesahan, 

pengujian kebenaran terhadap sesuatu. Validasi mengacu ke aktivitas lain yang 

memastikan bahwa perangkat lunak dibangun dengan benar (Prasetyo, 2005). 

 

2.6 Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) atas Transaksi Jual Beli 

Verifikasi BPHTB atau biasa disebut Penelitian SSPD BPHTB menurut 

Resmi (2015:281) merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan 

kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dijelaskan beberapa 

pengertian sebagai berikut: 

a. Penelitian SPTPD-BPHTB dan SSPD-BPHTB adalah serangkaian kegiatan 

untuk mencocokan data dalam SSPD-BPHTB dengan data yang ada pada 

SPTPD-BPHTB dan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan.  

b. Tata cara penilitian SSPD-BPHTB adalah validasi yang dilakukan SKPD atas 

kebenaran dan kelengkapan pengisian SSPD-BPHTB dan kelengkapan 

dokumen pendukungnya.  

Setiap Wajib Pajak wajib menghitung pajak yang terutang dan membayar 

sendiri dengan menggunakan SSPD-BPHTB (Peraturan Bupati Jember Nomor 38 

Tahun 2011). Sehingga dalam BPHTB harus dilakukan pencocokan untuk 

menyesuaikan data oleh Wajib Pajak dan data pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Verifikasi merupakan tindakan untuk memastikan bahwa data dan dokumen 

perubahan yang dilakukan benar adanya, dapat diandalkan, serta didukung oleh 
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sistem manajemen yang efektif. Jika pelaksanaan verifikasi sudah dilaksanakan 

dan persetujuan sudah diberikan maka dilanjutkan tahap validasi, memastikan 

data dan dokumentasi telah diverifikasi dan sesuai dengan kriteria yang diajukan. 

Selanjutnya dilakukan pengesahan verifikasi dan validasai BPHTB, yaitu 

pembuktian dengan adanya lembar laporan administrasi dan laporan hasil 

penelitian telah disahkan dan ditandatangani oleh petugas terkait. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAAN PRAKTEK KERJA NYATA  

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Waktu Pelaksanaan  

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama kurang lebih 1 

bulan mulai tanggal 11 Februari-29 Maret 2019. Kegiatan Praktek kerja Nyata ini 

dilakukan sesuai dengan jam Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Jember, yaitu: 

Tabel 3.1 daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (data diolah) 

3.1.2 Tempat Pelaksanaan   

Tempat pelasanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) berlokasi di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa 

Nomor 72 Telp. 337112 Jember 68121 Sumbersari-Jember. 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan  

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember terdapat terdapat 4 (empat) bidang, yaitu antara lain Bidang 

Penyuluhan dan Pendataan, Bidang Penetapan dan Verifikasi, Bidang Penagihan 

dan Keberatan, dan Bidang Pengendalian dan Pembukuan. 

Sesuai judul yang diajukan penulis untuk Laporan Tugas Akhir ini yaitu 

“Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau  

Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah Jember” pada 

Hari Kerja  Jam Kerja  Istirahat  

Senin s/d Jumat  
Sabtu & Minggu 

08.00-15.00 WIB 
Libur  

12.00-13.00 
Libur 
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Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bidang Penetapan dan 

Verifikasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

3.2.2 Daily Activity Praktek Kerja Nyata  

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.2 Daily Activity Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

No. Waktu 
Pelaksanaan 

Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1.  
 

Senin, 11 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Erdiana Wahyuni L, 
SE 
 
 

a. Diterima di tempat PKN 
BAPENDA Jember  

b. Diberikan penjelasan 
singkat mengenai tatib 
untuk peserta PKN 

c. Perkenalan dengan para 
pegawai BAPENDA 
Jember  

d. Ditempatkan pada 
bidang 2 (penetapan dan 
verifikasi)  

Memperoleh 
Informasi mengenai 
BAPENDA Jember 
dan tugas bidang 
penetapan dan 
verifikasi. 

2.  Selasa, 12 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mencetak SSPD-
BPHTB 

b. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mampu 
mengoperasikan  
aplikasi e-BPHTB 
untuk mencetak 
SSPD-BPHTB.   

3. Rabu, 13 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mencetak SSPD-
BPHTB 

b. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB  

Mampu 
mengoperasikan  
aplikasi e-BPHTB 
untuk mencetak 
SSPD-BPHTB. 

4. Kamis, 14 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mampu melakukan 
validasi melalui 
aplikasi e-BPHTB.  

5. 
 

Jumat, 15 Februari 
2019 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

Mampu melakukan 
validasi BPHTB dan 
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(a) (b) (c) (d) 
 Penanggung Jawab: 

Drs. Isnaini, M.Si. 
b. Mencetak SSPD-

BPHTB 
c. Meminta tanda tangan 

untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melayani pengambilan 
SSPD-BPHTB oleh 
Wajib Pajak 

melakukan pelayanan 
secara  langsung 
kepada Wajib Pajak. 

6. Senin, 18 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mampu melakukan 
validasi melalui 
aplikasi e-BPHTB. 

7. Selasa, 19 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mencatat perolehan 
PBB setiap kecamatan 
di Jember 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mengetahui perolehan 
PBB di setiap 
kecamatan di Jember. 

8. Rabu, 20 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mencatat perolehan 
PBB setiap kecamatan 
di Jember 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD- BPHTB 
Melakukan validasi 
BPHTB 

Mampu melakukan 
validasi BPHTB dan 
mencatat perolehan 
PBB. 

9. Kamis, 21 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Menyetempel DHKP 
PBB setiap kecamatan 
di Jember 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD 
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan  

Mengetahui perolehan 
PBB di setiap 
kecamatan di Jember. 
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(a) (b) (c) (d) 
  untuk persetujuan 

BPHTB 
 

10. Jumat, 22 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melayani pengambilan 
SSPD-BPHTB oleh 
Wajib Pajak 

Mampu melakukan 
validasi BPHTB dan 
melakukan pelayanan 
secara langsung 
kepada Wajib Pajak. 

11. Senin, 25 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Menyetempel DHKP 
PBB setiap kecamatan 
di Jember 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mengetahui perolehan 
PBB di setiap 
kecamatan di Jember. 

12. Selasa, 26 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Menyetempel DHKP 
PBB setiap kecamatan 
di Jember. 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mengetahui perolehan 
PBB di setiap 
kecamatan di Jember. 

13. Rabu,, 27 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mengoreksi berkas 
yang telah diverifikasi 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mendapat arahan 
tentang verifikasi 
BPHTB melalui 
aplikasi e-BPHTB. 

14. Kamis, 28 Februari 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mengoreksi berkas 
yang telah diverifikasi 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

Mendapat arahan 
tentang verifikasi 
BPHTB melalui 
aplikasi e-BPHTB. 
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(a) (b) (c) (d) 
  c. Mencetak SSPD-

BPHTB 
d. Meminta tanda tangan 

untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

 

15. Jumat, 1 Maret 2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melayani pengambilan 
SSPD-BPHTB oleh 
Wajib Pajak 

Mampu melakukan 
validasi BPHTB dan 
melayani Wajib Pajak 
secara langsung. 

16. Senin, 4 Maret 2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mempelajari 
perundang-undangan 
yang akan diambil 
untuk Laporan PKN  

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mengetahui isi 
peraturan Perundang-
Undangan Kabupaten 
Jember tentang Pajak 
Daerah  

17. Selasa, 5 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mengoreksi berkas 
yang telah diverifikasi 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mampu melakukan 
verifikasi BPHTB. 

18. Rabu, 6 Maret 2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Bertanya mengenai 
BPHTB 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mengetahui 
permasalahan terkait 
BPHTB. 

19. Kamis, 7 Maret  Libur Hari Raya Nyepi - 
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(a) (b) (c) (d) 
 2019 

Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

  

20. Jumat, 8 Maret 2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHT 

d. Melayani pengambilan 
SSPD-BPHTB oleh 
Wajib Pajak 

Mampu melakukan 
validasi BPHTB dan 
melayani Wajib Pajak 
secara langsung. 

21. Senin, 11 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mengoreksi berkas 
yang telah diverifikasi 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mampu melakukan 
verifikasi BPHTB 

22. Selasa, 12 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Wawancara mengenai 
verifikasi dan validasi 
SSPD BPHTB 

Mengetahui prosedur 
verifikasi dan validasi 
SSPD BPHTB. 

23. Rabu, 13 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mengoreksi berkas 
yang telah diverifikasi 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mampu melakukan 
verifikasi data 
BPHTB 

24. Kamis, 14 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

Mampu melakukan 
validasi BPHTB. 
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(a) (b) (c) (d) 
  c. Meminta tanda tangan 

untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melengkapi data yang 
diperlukan untuk 
Laporan PKN 

 

25. Jumat, 15 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melayani pengambilan 
SSPD-BPHTB oleh 
Wajib Pajak 

Mampu melakukan 
validasi BPHTB dan 
melakukan pelayanan 
secara langsung 
kepada Wajib Pajak. 

26. Senin, 18 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Wawancara mengenai 
verifikasi dan validasi 
BPHTB 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mengetahui 
permasalahan 
verifikasi dan validasi 
SSPD BPHTB. 

27. Selasa, 19 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melengkapi data yang 
diperlukan untuk 
Laporan PKN 

Mengetahui data apa 
saja yang dibutuhkan 
pada verifikasi dan 
validasi BPHTB. 

28. Rabu, 20 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mengoreksi berkas 
yang telah diverifikasi 
Melakukan validasi 
BPHTB 

b. Melakukan validasi 
BPHTB 

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan  

Mampu mengoreksi 
kekurangan syarat 
verifikasi melalui 
aplikasi e-BPHTB. 
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(a) (b) (c) (d) 
  untuk persetujuan 

SSPD-BPHTB 
 

29. Kamis, 21 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Wawancara mengenai 
verifikasi dan validasi 
BPHTB 

b. Melakukan validasi 
BPHTB  

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mengetahui 
permasalahan terkait 
verifikasi dan validasi 
BPHTB 

30. Jumat, 22 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melayani pengambilan 
SSPD-BPHTB oleh 
Wajib Pajak 

Mampu melakukan 
validasi BPHTB dan 
melayani Wajib Pajak 
secara langsung. 

31. Senin, 25 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melengkapi data yang 
diperlukan untuk 
Laporan PKN 

Mampu melakukan 
validasi BPHTB. 

32. Selasa, 26 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Mengoreksi berkas 
yang telah diverifikasi 
Melakukan validasi 
BPHTB 

b. Melakukan validasi 
BPHTB 

c. Mencetak SSPD-
BPHTB 

d. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mampu mencocokan 
data untuk di 
verifikasi. 

33. Rabu, 27 Maret 
2019 

a. Melakukan validasi 
BPHTB 

Mampu melakukan 
validasi BPHTB 
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(a) (b) (c) (d) 
 Penanggung Jawab: 

Drs. Isnaini, M.Si. 
b. Mencetak SSPD-

BPHTB 
c. Meminta tanda tangan 

untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melengkapi data yang 
diperlukan untuk 
Laporan PKN 

melalui aplikasi e-
BPHTB. 

34. Kamis, 28 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB 

b. Mencetak SSPD BPHB 
c. Meminta tanda tangan 

untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

Mampu melakukan 
validasi melalui 
aplikasi e-BPHTB. 

35. Jumat, 29 Maret 
2019 
Penanggung Jawab: 
Drs. Isnaini, M.Si. 

a. Melakukan validasi 
BPHTB  

b. Mencetak SSPD-
BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 
untuk persetujuan 
SSPD-BPHTB 

d. Melayani pengambilan 
SSPD-BPHTB oleh 
Wajib Pajak 

e. Perpisahan dengan para 
staf pegawai bidang 
penetapan dan verifikasi 

Mendapatkan 
pengalaman kerja 
secara nyata dan dapat 
mempraktikan teori 
yang diajarkan selama 
perkuliahan. 

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (data diolah) 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaa Praktek Kerja Nyata ini 

adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau 

dihitung secara berupa simbol angka atau bilangan.  

Data kuantitatif dalam tugas akhir ini adalah data mengenai penerimaan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Jember, dan data 

angka lainnya yang diperlukan sebagai penunjang dalam hal ini.  
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3.3.2 Sumber Data 

Data dari laporan ini berasal dari dua sumber, yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari pusat data atau melalui 

survei lapangan (Kuncoro, 2009:148). Data dalam laporan ini bersumber dari 

respoden secara langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data tertentu yang dibuat secara khusus. 

Data sekunder pada penelitian yaitu wawancara secara langsung dengan 

Kepala Sie Penetapan dan Legalisasi.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Kuncoro, 2009:148). Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu mengambil 

data berupa dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

dan pada sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang penyusunan tugas 

akhir ini. Sumber data sekunder yaitu seperti jurnal, artikel, internet, dan lain-

lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini menggunakan berbagai teknik 

dalam pengumpulan data, antara lain : 

a. Studi Pustaka  

Yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari buku, internet, undang-

undang, jurnal, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan materi tugas 

akhir ini. 

b. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data berupa melakukan tanya jawab kepada 

pihak yang terkait dengan materi tugas akhir ini, yaitu Kepala Kasie 

Penetapan dan Legalisasi. 
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c. Dokumentasi  

Yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan mengumpulkan sendiri 

dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek  pajak 

atau orang lain tentang subjek. Data dokumentasi tersebut berupa dokumen 

terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi BPHTB. 
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BAB 5. PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember tentang Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Transaksi Jual Beli, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Prosedur verifikasi dan validasi BPHTB di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Prosedur verifikasi dan validasi dipermudah dengan adanya aplikasi e-

BPHTB, sehingga wajib pajak maupun PPAT tidak harus bolak-balik datang 

ke BAPENDA untuk mengambil dan menyerahkan formulir verifikasi 

BPHTB.  

c. Verifikasi dan validasi BPHTB dilaksanakan dengan cara mencocokan data 

yang diinput Wajib Pajak dalam aplikasi e-BPHTB dengan data pendukung 

yang dipersyaratkan menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 

2011, dilaksanakan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB. 

Apabila ditemukan adanya kekurangan data oleh wajib pajak, bidang 

verifikasi tidak dapat menindaklanjuti tahap verifikasi, wajib pajak harus 

melengkapi kembali kekurangan data tersebut. Setelah semua kelengkapan 

terpenuhi dan tidak ditemukan kesalahan maka dilanjutkan tahap validasi oleh 

tim validasi, dengan meninjau kembali jika ada kesalahan yang mungkin 

tidak terlihat oleh tim verifikasi. Setelah dinyatakan valid, tim validasi 

mencetak SSPD BPHTB dan membubuhkan tanda tangan pejabat terkait serta 

stempel Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan pada laporan tugas akhir praktek kerja nyata 

ini yaitu: 

a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membuat buku pedoman e-

BPHTB, sehingga wajib pajak maupun PPAT tidak bingung bagaimana 

mengentri data pada aplikasi e-BPHTB terkait kelengkapan verifikasi dan 

validasi BPHTB. 

b. Perlu dilaksanakan sosialisasi terkait verifikasi dan validasi kepada wajib 

pajak maupun kepada PPAT/PPATS. 
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Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1: Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada: 

Narasumber  : Mega Wulandari, S.STP 

Jabatan   : Kasie penetapan dan legalisasi 

Tempat   : Badan Pendapatan Daerah Jember  

Dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana prosedur  verifikasi dan validasi BPHTB pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember? 

3. Apa kendala yang dialami selama proses verifikasi dan validasi BPHTB di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 
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Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 3 : Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 4 : Surat Tugas Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 5 : Surat Tugas Dosen Supervisi  
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Lampiran 6 : Daftar Absensi Mahasiswa Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 7: Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 9: Surat Tugas Dosen Pembimbing  
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Lampiran 10 : Daftar Konsultasi Bimbingan  
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Lampiran 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB 
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Lampiran 12 : Surat Kuasa Wajib Pajak  
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Lampiran 13 : Kuitansi Transaksi Jual Beli  
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Lampiran 14 : Fotocopy SPPT PBB 
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Lampiran 15 : Surat Keterangan Lunas PBB dari Bapenda  
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Lampiran 16 : Akta Jual Beli  
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Lampiran 17 : SSPD BPHTB  
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Lampiran 18 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2016-2018 
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Lampiran 19 : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 
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Lampiran 20 : Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 
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Lampiran 21 : Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2014
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